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WALIKOTA TEBING TINGGI

SALINAN
PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2012

WALIKOTA TEBING TINGGI,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 dan Surat
Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 900/1513/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 perihal Pemberitahuan
Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012, perlu
dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2012;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2012;
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Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ncmor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



W

~—

0w

17,

18.
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20.
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23.

24.
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26.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); . .

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614); _

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan keuangan Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012;



Menetapkan

28. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2012;

29, Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor
11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2011.

30. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 24 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi Priode 2009-2014;

31.Surat Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 900/1513/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 perihal
Pemberitahuan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun

Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN

ANGGARAN 2012.

Pasal i

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2012,

diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 terdiri atas:

1.

2.

Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Jumlah Pendapatan

Belanja : .
a. Belanja Tidak Langsung

1)
2)
3)
4)
o)
6)
7)
8)

Relanja Pegawai
Belanja:Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil

Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja Tidak Langsung

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Modal

Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja
Surplus / (Defisit)

Rp. 28.939.350.000,-
Rp. 306.330.216.000,-
Rp. 44.917.432.000,-
Rp. 224.990.316.600,-
Rp. 0,-
Rp. 0,-
Rp. 0,-
Rp 137.500.000,-
Rp. 0,-
Rp 546.168.000,-
Rp 850.000.000,-
Rp. 10.723.940.000,-
Rp. 102.589.981.700,-
Rp. 73.331.423.700,-

Rp. 380.186.998.000,-

Rp. 226.523.984.600,-

Rp. 186.645.345.400,-

Rp. 413.169.330.000,-

(Rp. 32.982.332.000,-)



3. Pembiayaan:

a. Penerimaan Rp. 35.682.332.000,-
b. Pengeluaran Rp. 2.700.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 32.982.332.000,-
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,-

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sechingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2011 tentang Peniabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal i tercantum dalam Lampiran I Peraturan

Walikota ini.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II

Peraturan Walikota ini.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

S. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 yang Qﬁmﬁmwwmb dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
| Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 12 Maret 2012

" . ~ WAKIL WALIKOTA,
” ttd

W IRHAM TAUFIK
! Diundangkan di Tebing Tinggi

| pada tanggal 12 Maret 2012
#

Plt. SEKRETARIS DAERAH,
ttd

HADI WINARNO

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 NOMOR 12




